
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anak merupakan titipan yang diberikan dengan harkat dan martabat layaknya 

manusia seutuhnya. Kehadiran seorang anak sangat dinantikan sebagai sosok 

penerus dan pelengkap dalam sebuah keluarga. Banyak pilihan yang dilakukan 

masyarakat dalam mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan 

proses adopsi atau pengangkatan anak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 (2009) 

yang didapatkan penulis melalui Dinas Sosial DKI Jakarta, dijelaskan bahwa 

proses pengangkatan atau pengadopsian anak merupakan suatu perbuatan hukum 

dengan mengalihkan hak dan kewajiban dari lingkungan orangtua, keluarga, atau 

orang yang bertanggung jawab membesarkannya kepada lingkungan keluarga 

orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak terbagi menjadi dua, yaitu 

pengangkatan anak yang dilakukan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan 

keluarga anak langsung atau adopsi pribadi, dan proses pengangkatan anak yang 

dilakukan COTA dengan lembaga pengasuhan anak atau adopsi melalui panti 

asuhan. Peraturan pengangkatan anak meliputi syarat calon anak, calon orang tua, 

dan proses yang harus dijalankan oleh calon orang tua angkat dalam mendapatkan 

hak asuhnya tertera di dalam PERMENSOS RI tahun 2009 ini. Dalam peraturan 

ini juga dijelaskan bahwa proses pengangkatan anak akan sah secara hukum jika 

memenuhi peraturan dengan jelas dan tertib, sedangkan jika dalam proses 
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pengangkatan terdapat adanya perilaku yang menyimpang maka tindakan ini akan 

tergolong sebagai proses pengangkatan anak secara tidak sah (ilegal). 

Menurut Ibu Dini dari Dinas Sosial DKI Jakarta melalui wawancara yang 

penulis lakukan pada tanggal 30 Maret 2017 mengatakan bahwa sebenarnya 

pemerintah menerapkan aturan-aturan ini bukan untuk mempersulit terjadinya 

proses adopsi, tetapi untuk mempastikan apakah calon anak berada pada COTA 

yang tepat atau tidak. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus 

penyimpangan, seperti kasus tindakan kekerasan terhadap Angeline pada tahun 

2015. Kasus ini dilatarbelakangi dengan adanya pengadopsian secara ilegal yang 

mengakibatkan tidak adanya monitoring pemerintah, sehingga tidak adanya 

jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup terhadap anak yang diadopsi. 

Dalam menanggapi kasus Angeline, Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan 

penyebaran informasi mengenai prosedur proses pengangkatan anak yang telah 

ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 Tahun 2009 

dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2012 melalui website-nya 

dinsos.jakarta.go.id. Penyebaran informasi tersebut dilakukan untuk mencegah 

semakin meluasnya tindakan adopsi ilegal, terutama dengan faktor utama kurang 

tahunya informasi mengenai pengadopsian yang benar berdasarkan aturan 

pemerintah (legal). Hal yang disayangkan sampai pada saat ini, masih banyak 

masyarakat yang melakukan proses pengadopsian secara ilegal dengan berbagai 

latar belakang dan alasan melakukannya, diantaranya karena adanya faktor 

ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, persepsi-persepsi negatif terhadap peraturan 

pemerintah, pihak-pihak yang menawarkan untuk melakukan pengadopsian 
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dengan cara ilegal, dan latar belakang lainnya. Maksud dari adanya pihak-pihak 

yang menawarkan, yaitu mereka yang terkait dengan proses kelahiran atau 

pembuatan datanya seperti perawat rumah sakit. Proses adopsi ilegal juga 

disebabkan karena adanya ketidaktahuan masyarakat bahwa adopsi yang terjadi 

dalam hubungan keluarga jauh, harus tetap menjalankan prosedur untuk 

mendapatkan hak asuh secara sah.  

Selain melakukan wawancara dengan Dinas Sosial, penulis juga 

melakukan wawancara dengan anggota masyarakat yang melakukan adopsi anak 

ilegal. Hasil dari wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa pada hari 

kelahiran anak angkatnya ini pihak rumah sakit di Jakarta yang menawarkan 

untuk membuat akta kelahiran secara langsung dengan menuliskan namanya 

sebagai orang tua kandungnya. Tidak adanya niat untuk melakukan hal tersebut, 

tetapi dengan ajakan dan beberapa pertimbangan yang ditawarkan dapat merubah 

pola pikirnya untuk melakukan hal ilegal tersebut. Adanya peluang dan 

ketidaktahuan masyarakat terhadap adopsi ilegal dapat memicu meningkatnya 

pengadopsian secara ilegal. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, penulis 

membuat judul tugas akhir “Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan 

Peningkatan Adopsi Ilegal di DKI Jakarta”, sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak-dampak yang 

akan dihasilkan dari tindakan adopsi anak secara ilegal ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah 

yang akan diteliti sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perancangan visualisasi kampanye sosial yang dapat mengedukasi 

masyarakat terhadap bahaya adopsi anak ilegal guna mencegah peningkatan 

pengadopsian ilegal di DKI Jakarta. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) mengenai tata cara adopsi, perancangan ini 

akan dibatasi dengan beberapa hal yang meliputi: 

1. Target Audiens 

a. Geografis  :  DKI Jakarta 

b. Demografis :   

1) Usia  :  Laki-laki dan perempuan berusia 30-55 tahun 

2) Ekonomi :  Masyarakat menengah 

3) Status :  Sudah menikah, maksimal memiliki satu orang anak, dan  

diutamakan kepada pasangan yang belum atau tidak bisa 

memiliki anak. 

c. Psikografis :  Target audiens dalam perancangan ini diutamakan kepada  

masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengadopsi 

anak. Terutama mereka yang kurang memahami 

peraturan dan dampak negatif dari pengadopsian anak 

secara ilegal.   

2. Media 

Perancangan ini berupa kampanye sosial melalui media-media seperti poster, 

brosur, x-banner, media sosial, iklan-iklan dalam majalah wanita usia dewasa, 

dan media lainnya. 
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3. Konten 

Konten bahasan dalam kampanye ini meliputi prosedur dan persyaratan 

pengadopsian anak secara legal yang telah ditetapkan pemerintah, beserta 

ajakan untuk melakukan serta mendukung hal tersebut, dengan penjelasan 

bahwa prosesnya mudah dan aman. Dalam kampanye ini juga menjelaskan 

latar belakang dan alasan terbentuknya aturan, sehingga apa yang diharapkan 

pemerintah dengan diterapkannya aturan ini dapat berdampak positif bagi 

masyarakatnya. 

Hal ini membatasi pembahasan agar tidak melebar, menjadi fokus dan 

tertib dalam penjabarannya. Hal yang dikemukakan pada bagian ini adalah 

mempersempit atau membatasi variabel-variabel yang menjadi objek 

perancangan, subjek/khalayak sasaran atau lokasi yang berhubungan dengan 

perancangan. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir yang berjudul “Perancangan Kampanye Sosial 

Pencegahan Adopsi Ilegal di DKI Jakarta” ini adalah: 

1. Memperjelas informasi mengenai prosedur pengadopsian anak sesuai dengan 

aturan pemerintah, baik pengadopsian pribadi maupun panti asuhan. 

2. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya melakukan 

pengadopsian anak secara sah (legal). 

3. Mencegah peningkatan jumlah adopsi anak secara ilegal, khususnya di 

wilayah DKI Jakarta. 
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4. Mencegah adanya persepsi negatif dan tindakan kriminal yang timbul di 

kalangan masyarakat. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Dengan diangkatnya topik ini sebagai judul dari perancangan tugas akhir, 

dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran mengenai kampanye sosial, 

perbedaan antara kampanye sosial dengan sosialisasi, serta peranan desain 

grafis dalam sebuah perancangan kampanye sosial. Perancangan tugas akhir 

ini juga dapat menambah wawasan penulis terhadap aturan dan prosedur 

adopsi secara sah dan legal berdasarkan aturan pemerintah seperti apa. 

2. Manfaat Bagi Orang Lain 

Semoga masyarakat khususnya mereka yang sudah menikah dan berkeinginan 

mengadopsi seorang anak semakin memiliki pengetahuan luas mengenai 

peraturan dan proses adopsi anak yang sah berdasarkan aturan pemerintah, 

serta dampak-dampak yang nantinya akan ditimbulkan jika mereka melakukan 

proses adopsi tersebut secara ilegal. 

3. Manfaat Bagi Universitas 

Perancangan tugas akhir penulis dapat bermanfaat dalam mengembangkan 

program kurikulum terhadap bidang desain yang terkait dengan perancangan 
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tugas akhir ini, terutama terhadap fakultas seni dan desain pada Universitas 

Multimedia Nusantara. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Ulfa Khoyrunnisa, FSD UMN, 2017




